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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam

pembukaan Undang–Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil

dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan

memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut

pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan

berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang

harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit.

Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri, maka pembiayaan

pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu,

diperlukan usaha yang sungguh–sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan

dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki

kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan

kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkatkan dengan

pajak sebagai sumber utamanya. Hal ini dibuktikan dalam APBN tahun 2015 yang

membuktikan bahwa penerimaan negara di sektor perpajakan berkontribusi

sebesar Rp. 1.270,82 triliun, atau sebesar 77,79% dari total pendapatan negara.

Dengan kontribusi sebesar itu, pemerintah terus memanfaatkan potensi pajak.
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Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah menjadi peran

masyarakat atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan Negara.

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna

mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan.

Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Perpajakan ialah

melakukan reformasi dibidang perpajakan (tax reform), dimana dalam reformasi

perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan

yang cukup signifikan yaitu perubahan dari official assessment system menjadi

self assessment system. Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi

kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban

pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh

masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk

menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan

tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan

kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengaplikasiannya, self assessment system juga memiliki kekurangan

yaitu self assessment system dapat memungkinkan wajib pajak tidak melakukan

kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian,kesengajaan ataupun

ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih

memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.



3

Upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus mempunyai peran yang besar bagi

meningkatnya penerimaan pajak, namun pada kenyataannya cukup banyak

masyarakat atau wajib pajak dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan

atau kelalaian dalam membayar pajak yang telah ditetapkan.

Masalah–masalah yang kemungkinan timbul akan memberi implikasi yang

sangat serius terhadap penurunan penerimaan pajak, sehingga tidak dapat untuk

memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Adapun suatu alternatif dalam

memenuhi target adalah yang mengoptimalkan pemeriksaan pajak dan penagihan

pajak. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar kewajibannya dalam pajak yang terutang, namun hal ini tidak serta

merta ditujukan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi harus diikuti

dengan peningkatan pelayanan aparatur perpajakan.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit

pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan,

kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak pemeriksaan pajak adalah

pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat

Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak

pada setiap akhir tahun pajak.

Selain pemeriksaan pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan

pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran

pajaknya (Komara, 2012:112). Penagihan pajak dilakukan karena masih
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banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga

diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat

mengikat dan memaksa.

Tindakan penagihan dapat berupa penagihan pajak pasif dan penagihan pajak

aktif. Penagihan pajak pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar

melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak

dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Sedangkan Penagihan

Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, oleh sebab itu dalam upaya

penagihan ini fiskus berperan aktif yang meliputi penerbitan surat teguran,

pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang

telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang–Undang tentang penagihan

pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya

Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk

melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak

sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
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Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak

terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut

berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya.

Seperti pada penelitian Revvica, Suhadak dan Nila (2014) tentang analisis

efektifitas penagihan pajak degan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan

pajak pada KPP Malang Selatan tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini adalah

efektifitas penagihan dengn surat paksa selama kurun waktu 2012-2014 rata rata

dapat dikatakan kurang efektif dan tidak efektif. Kontribusi penagihan pajak

dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak memperlihatkan bahwa kontribusi

yang diberikan dari realisasi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa

tergolong rendah.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan

tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas penerimaan pajak adalah

kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan

realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai

target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan bagaimana

kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Fenomena kepatuhan pajak di hingga tahun 2015 cukup menjadi sorotan,

sampai diadakannya program Amnesti Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya

Palembang adalah Kantor Pelayanan Pajak terbesar yang ada di kota Sumatera

Selatan dan Bangka Belitung, yang penerimaan pajaknya berubah ubah tidak

stabil setiap tahunnya. Seiring dengan penerimaan pajak yang berubah ubah setiap
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tahunnya tentu saja mempunyai tingkat tunggakan pajak atau hutang pajak yang

naik turun besarannya setiap tahun sesuai besar pula setiap tahunnya. Yang

artinya Terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan

kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan

pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya

tunggakan/ hutang pajak.

Hal ini dapat terlihat dari presetase realisasi penerimaan di KPP Madya

Palembang selama beberapa tahun terakhir yang masing masing mencapai target

sebesar 96% pada tahun 2010, untuk tahun 2011 mencapai target 97%, pada tahun

2012 mencapai target 92% dan mengalami penurunan target menjadi 72,47% pada

tahun 2013. Dan pada tahun 2014 sangat melebihi target yakni sebesar 100,7%

dan pada tahun 2015 yakni hanya 73,37% dari target. Salah satu faktor yang

menopang tinggi atau rendahnya tingkat presentase realisasi penerimaan tersebut

adalah penagihan pajak secara aktif.

KPP Madya Palembang juga mengupayakan pencapaian target penerimaanya

melalui kebijakan dengan cara penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran,

surat paksa dan surat perintah penyitaan guna mengawasi kepatuhan ajak sehingga

tercapainya peneriman pajak yang sesuai dan terarah. Hal ini dilakukan karena

melihat jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan

penyitaan yang naik turun dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Seperti pada

tabel 1.1 di bawah ini :
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Tabel 1.1

Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP yang terbit di KPP Madya
Palembang 2013-2015

Tahun Bulan Surat Teguran
yang Terbit

Surat Paksa yang
Terbit

SPMP yang
Terbit

2013 Januari 142 7 -

Februari 126 111 4 surat

Maret 117 29 -

April 368 21 3 Surat

Mei 124 49 -

Juni 56 95 -

Juli 96 19 1 Surat

Agustus 89 32 -

September 34 100 -

Oktober 66 102 1 surat

November 92 98 -

Desember 47 - -

Jumlah 1357 663 surat 9 Surat

2014 Januari 23 16 -

Februari 222 40 -

Maret 201 116 10 Surat

April 255 32 -

Mei 76 66 2 Surat

Juni 41 30 -

Juli 17 38 4 surat

Agustus 149 16 -

September 56 47 7 surat
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Oktober 78 34 5 Surat

November 50 5 4 Surat

Desember 38 2 1 Surat

Jumlah 1206 surat 442 surat 33 Surat

2015 Januari 90 15 -

Februari 57 16 -

Maret 112 142 37 Surat

April 58 34 60 Surat

Mei 97 62 97 Surat

Juni 146 84 7 Surat

Juli 78 109 14 Surat

Agustus 183 23 7 Surat

September 74 103 11 Surat

Oktober 106 56 40 Surat

November 175 77 34 Surat

Desember 135 0 -

Jumlah 1311 721 307 Surat

Dilihat dari tabel diatas jumlah tindakan penagihan pajak dengan Surat

Teguran cenderung jauh lebih banyak di bandingkan dengan Surat Paksa dan

SPMP walaupun naik turun setiap tahunnya. Surat Paksa dan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan dilakukannya Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat

Paksa dan SPMP berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini bertujuan agar wajib pajak dapat segera
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membayar utang pajaknya sehingga diharapkan dapat memaksimalkan

penerimaan pajak di KPP Madya Palembang. Dengan adanya penerimaan pajak

maka pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif

Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang tahun 2013 sampai

2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Apakah penagihan pajak aktif dengan surat teguran,surat paksa dan surat

perintah melaksanakan penyitaan sudah efektif terhadap penerimaan pajak?

2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat

paksadan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan

pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat

teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap

penerimaan pajak.
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2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak aktif dengan

surat teguran, surat paksa, dan surat perintahmelaksanakan penyitaan

terhadap penerimaan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan informasi

dan bahan pertimbangan di kantor pajak mengenai penagihan pajak dengan

Surat Teguran dan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi,

khususnya perpajakan yang telah di peroleh dan di plajari selama masa

perkuliahan serta menambah dan mengembangkan wawasan peneliti,

khususnya dalam hal penerimaan pajak melalui penagihan pajak aktif.

b. Bagi Akademis, Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari

penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang

diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

1.5 Statistika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan

gambaran secara garis besar dan jelas mengenai penyusunan skripsi secara

keseluruhan sehingga hubungan antara bab 1 dengan bab yang lain. Secara
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sistematis isi dari pembahasan dalam masing masing bab tersebut dapat di uraikan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis mengungkapkan beberapa teori teori dasar

yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka

pemikiran yang bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan

penulis bahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jeenis data, metode pengumpulan data,

lokasi penelitian, metode pengolahan data, teknik analisis data

yang digunakan penuis untuk menyelesaikan penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tetang gambaran umum dan objek penelitian,

hasil penelitian dan pemcahan masalah yang ada dalam penelitian

ini.

BAB II KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Disini penulis

akan mencoba mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang

telah dilakukan.
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